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ABSTRAK 

Halal merupakan aspek penting dalam konsumsi masyarakat Muslim di Indonesia. 

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal, setiap produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal. Namun, 

banyak pelaku UMKM kaki lima, termasuk penjual ayam geprek di Kota Padang, 

belum memiliki sertifikat halal meski telah ada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini menganalisis pengawasan BPJPH 

terhadap UMKM tersebut menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan 

observasi. Hasilnya menunjukkan BPJPH telah meluncurkan program Sertifikasi 

Halal Gratis (Sehati) pada 2023 dengan kuota satu juta sertifikat halal gratis. 

Namun, belum ada data konkret terkait jumlah sertifikasi yang terealisasi. 

Rendahnya minat pelaku usaha disebabkan persaingan usaha yang ketat dan 

kurangnya perhatian terhadap proses produk halal, khususnya pada tahap 

pengolahan hingga penyajian. Oleh karena itu, pengawasan intensif terhadap proses 

produk halal perlu ditingkatkan. 
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